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PROVINSI MAL

KEPUTUSAN BUPATI BURU )
NOMOR 4al.2 /1s9., TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 4 NAMLEA

Menimbang

Mengingat

a.

KECAMATAN LILIALY KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan pada
semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada. di
Kabupaten Buru, maka perlu Membuka dan Menegezzﬂ':an
Sekolah Dasar Negeri 4 Namlea Kecamatan Lilialy
Katupaten Buru;

bahwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayasn Kabupaten Buru, dipandang perlu
Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar Negeri 4 Namlea
Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar
Negeri 4 Namlea Kecamatan Lilialy Kabupaten Bury;

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Peaalientukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
46 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomecr 3961);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Fendidikan Nasicnal {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234,



10.

11.

12.

13.

14,

15.

. Undang-Undang Nomor 23

'Standar Operasional Non Personalia

Tahun 2014 tentang
Negara Republik Indonesia

Pemerintah e
an Daerah (Lembar bahan Lembaran Negara

Eahun 2014 Nomor 244, Tﬂil'ﬂ
epublilk Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1?90 :icnlar;E
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik In ;;nﬂﬁ
Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaras divpah
Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana tel 8 mta
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 199 ter;h ng
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor R bﬁli
1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Rt;r]l_;[t;ﬁ]_-gc
i didikan (Lembaran Negara K€
Standar Nasional Pen ( e Lot

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Tahun 2010 tentang

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 :
Pendidikan (Lembaran

Pengelolaan dan Penyelenggaraan ;
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11_2,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5157);

x23 - ) |
Peraturen  Peomannuian

Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Untuk SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);

Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Membuka dan Menegerikan Sckolah Dasar Negeri 4 Namlea
Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, yang kegiatan pembelajaran
dimulai Tahun Ajaran 2010.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan Kabupaten Buru
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Buru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru
melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Bupati Buru untuk
dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu
pendidikan,

Segala biaya yang timbul secbagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015, Satuan
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada ta.nggal 05 Februari 2015

M UMASUGI

Jembusan disaumpaikan kepada Yth

Se I by

Mentesi Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala BKN TUK di IMakassar;

Dirjen Dikdasmen Depdikdas di Jakarta;

Kepala Biro Kepegawaian Depdikdas di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
Kepala KPIKN Provinsi Maluku di Ambon;

Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namles;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Buru di Namlea:
Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;

10. Kepala BPKKD Kab.Buru di Namlea;

11. Camat Lilialy di Sawa;

12. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lilialy di Sawa;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui.



